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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

PT. BPR Alto Makmur yang selanjutnya disebut sebagai BPR Alto Makmur,
didalam menjalankan kegiatan usahanya dan/atau fungsi intermediasinya, disatu
sisi mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi pada tingkat kepercayaan
masyarakat dan disisi lain juga menghadapi tantangan kompleksitas kegiatan
usaha yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank. Oleh karena itu
dengan menyadari bahwa melalui penerapan tata kelola bank yang tepat dan
benar akan menjadikan perusahaan dapat tumbuh berkelanjutan serta berhasil
dalam mencapai tujuannya. Untuk itu, BPR Alto Makmur berkomitmen untuk
senantiasa menempatkan tata kelola sebagai fondasi utama dalam menjalankan
bisnis perusahaan serta untuk mempertahankan eksistensi perusahaan dalam
menghadapi tantangan dan persaingan usaha di masa-masa mendatang
khususnya di sektor industry perbankan. Komitmen ini didukung penuh oleh
seluruh jajaran manajemen dan karyawan BPR Alto Makmur.

Untuk dapat terus maju BPR Alto Makmur harus mampu beradaptasi dengan
setiap perubahan yang timbul. Dengan perubahan-perubahan yang dihadapi
tersebut, menuntut BPR Alto Makmur untuk melaksanakan pengelolaan
perusahaan secara profesional dan konsisten. Hal ini menjadi motivasi BPR Alto
Makmur untuk selalu berusaha melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik
pada setiap proses yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk tetap menjaga terpeliharanya kepercayaan
dan kepentingan stakeholder BPR Alto Makmur secara terus menerus dan
konsisten meningkatkan komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai integritas
dan GCG dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya. Seluruh jajaran BPR Alto
Makmur meyakini bahwa pemenuhan aspek-aspek GCG dapat mendukung tujuan
BPR baik dalam mencapai kinerja terbaik, profitabilitas dan nilai tambah bagi
seluruh pemangku kepentingan, serta keberlangsungan bisnis jangka panjang

B. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN

BPR Alto Makmur terus mendorong peningkatan cakupan implementasi tata kelola
di berbagai aspek dan di setiap tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan,
antara lain dengan terus menyempurnakan tata kelola structure yang dimiliki,
sosialisasi tata kelola (GCG) structure secara berkelanjutan serta melaksanakan
self assessment penilaian tata kelola secara berkala untuk mendukung penerapan
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tata kelola yang semakin efektif. Implementasi tata kelola berdasarkan prinsip-
prinsip tata kelola yaitu antara lain meliputi: Transparency, Accountability,
Responsibility, Independency, dan Fairness (TARIF).

Pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola atau Good Corporate Governance (GCG)
menjadi hal yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan usaha perusahaan dewasa
ini. BPR Alto Makmur terus berupaya mengikuti perkembangan praktik tata kelola
terbaik yang relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga BPR Alto
Makmur dapat menjalankan bisnis perbankan yang sehat dengan berlandaskan
pada penerapan prinsip-prinsip tata kelola.

Adapun penerapan prinsip-prinsip tata kelola BPR Alto Makmur sebagaimana
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas
Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi BPR,
pelaksanaan tata kelola BPR, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Transparansi (transparency)

a. BPR Alto Makmur mengungkapkan informasi secara tepat waktu,
memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses
oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders) sesuai dengan haknya.

b. BPR Alto Makmur mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak
terbatas pada visi, misi, sasaran usaha, strategi Bank, kondisi
keuangan, susunan pengurus dan pemegang saham pengendali.

c. Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia bank,
rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

d. Kebijakan BPR Alto Makmur disajikan secara tertulis dan
dikomunikasikan kepada stakeholders dan yang berhak memperoleh
informasi tentang kebijakan tersebut.

e. Mencakup keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material
dan relevan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (accountability)

a. BPR Alto Makmur menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat
dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

b. BPR Alto Makmur menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas
bagi masing-masing organ; anggota Dewan Komisaris, Direksi serta
seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai
Perusahaan, sasaran usaha dan strategi Bank, sehingga pengelolaannya
dapat berjalan secara efektif.

c. BPR Alto Makmur harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan
Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai
kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya
dalam pelaksanaan good corporate governance.
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d. BPR Alto Makmur menetapkan check & balance system dalam
pengelolaan Bank

3. Tanggung jawab (responsibility)

a. BPR Alto Makmur berpegang pada prinsip kehati-hatian (prudential
banking practices) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang
berlaku.

b. BPR Alto Makmur berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan
perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang
sehat

c. BPR Alto Makmur sebagai good corporate citizen peduli terhadap
lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar.

4. Independensi (independency)

a. Memastikan pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan
independen.

b. BPR Alto Makmur menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar
oleh Stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan
sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

c. BPR Alto makmur mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari
segala tekanan dari pihak manapun.

5. Kewajaran (fairness)

a. Mencakup kesetaraan untuk memastikan perlakuan yang adil dan
setara dalam melindungi hak-hak pemangku kepentingan (stakeholder)
sesuai peraturan yang berlaku.

b. BPR Alto Makmur memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders
berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment).

c. BPR Alto Makmur memberikan kesempatan kepada seluruh
stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat
bagi kepentingan Bank serta membuka akses terhadap informasi sesuai
dengan prinsip keterbukaan.

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR ALTO MAKMUR

Penerapan tata kelola BPR Alto Makmur merupakan suatu keharusan demi

menjaga kelangsungan usaha BPR untuk jangka panjang dan memaksimalkan

nilai perusahaan/BPR. Penerapan tata kelola BPR Alto Makmur mempunyai
tujuan utama yaitu:

1. Mendukung visi misi BPR Alto Makmur, untuk menjadi Bank Perkreditan
Rakyat yang sehat, terpercaya dan menguntungkan bagi mitra usaha dan
seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi sarana untuk
mewujudkan kemakmuran bersama.
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2. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip
keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan
kehati-hatian dalam pengelolaan Bank.

Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada stakeholders.
Menarik minat dan kepercayaan investor kepada BPR Alto Makmur

Memenuhi kepentingan stakeholders atas peningkatan shareholder values;
Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan
kompetitif dalam jangka panjang (sustainable).

oA WL

D. REFERENSI

Penyusunan kebijakan tata kelola BPR Alto Makmur dilakukan dengan mengacu

kepada:

1. Undang — undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah
dirubah melalui undang — undang no. 10 tahun 1998

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank
Perkreditan Rakyat

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi BPR

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 6/SEOJK.03/2016 tentang
Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR

7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar
Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR

E. PERNYATAAN KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola BPR adalah faktor penting dalam memelihara kepercayaan
para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BPR Alto
Makmur. Hal ini dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko
bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan. Melalui penerapan
pinsip-prinsip tata kelola yang baik diharapkan dapat mempertahankan
kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif.

Dengan berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, BPR Alto Makmur
berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip tata kelola
BPR yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan perkembangan praktik terbaik (bestpractices) dalam tata kelola BPR.
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F. STRUKTUR TATA KELOLA BPR

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun
2007, maka struktur tata kelola BPR Alto Makmur terdiri dari Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Pelaksanaan tata kelola
perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-
prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari BPR Alto Makmur.

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BPR
Alto Makmur telah dibuat sebagai bentuk adanya penerapan prinsip check and
balance serta sistem pengendalian internal yang baik.

Struktur Tata Kelola BPR Alto Makmur

STRUKTUR ORGANISASI

DEWAN KOMISARIS

DIREKTUR UTAMA

|

i
DIREKTUR i
(Yang i

Fangsi Kepatuhan) i
i
| | | Komite Kredit | | PE. Audit Intern l
PE. Manajemen Risiko ) Ka. Bag, Pemasaran &
| o | P.APU & PPT | | |nn.¢opmnn.l|
| |
[ [ [
Marketing & Analis
| Marketing Dana | redit PIA) |mm-xmmcx;| |P.'I'wlnhmd| | Aeeounting | ‘ Aim. Dana | | Adm. Kredit |
[ ]
| Teller | ‘ In-u-alh&l.‘--|
l Security | | Oitice Boy / Umum |

Struktur tata kelola BPR Alto Makmur terdiri dari:
1. Rapat UmumPemegang Saham(RUPS);
2. Dewan Komisaris;
3. Direksi;
4. Pejabat Eksekutif satu tingkat dibawah Direksi, seperti:
a. PE. Ka. Operasional dan Umum
b. PE. Ka. Pemasaran dan Kredit
c. PE. Audit Intern
d. PE. Manajemen Risiko, Kepatuhan dan juga merangkap Penanggung jawab
Penerapan APU-PPT.
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5. Organ kerja pelaksana kegiatan dan operasional BPR

Struktur tata kelola perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan
tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas, tanggungjawab, serta fungsinya
masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT. BPR ALTO MAKMUR
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BAB II
TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Pelaksanaan tata kelola BPR Alto Makmur tahun buku 2017 disusun sesuai
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang penerapan
tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang untuk mengatur pelaksanaannya di
terbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

Laporan Pelaksanaan tata kelola BPR Alto Makmur sekurang-kurangnya terdiri dari:
Transparansi Penerapan tata kelola BPR dan Hasil penilaian sendiri (selt assessment)
sebagai mana dimaksud pada romawi VII poin 6a dan 6b dalam Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tentang penerapan tata kelola bagi
BPR.

Transparansi Penerapan tata kelola, mengungkap seluruh aspek penerapan tata
kelola BPR Alto Makmur yaitu paling sedikit meliputi:
1. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola, seperti;
a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite
2. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
Kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris
Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi lain, Dewan
Komisaris dan/atau Pemegang Saham.
Peket kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris
Rasio gaji tertinggi dan terendah
Frekwensi rapat Dewan Komisaris
Jumlah penyimpangan intern (internal fraud)
Permasalahan hukum
10.Transaksi yang mengandung benturan kepentingan
11.Informasi lain yang terkait dengan tata kelola

nallbe

0 ooNoU

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR ALTO MAKMUR
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

l.a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan
Komisaris
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Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015
tentang penerapan tata kelola bagi BPR, Dewan Komisaris PT. BPR Alto
Makmur dengan modal inti kurang dari Rp. 50 Miliar telah efektif
beranggotakan 2 (dua) orang. Dengan demikian jumlah dan komposisi
Dewan Komisaris tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK yaitu
paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah
Direksi yaitu 2 (dua) orang.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah telah dinyatakan lulus uji
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dan telah diangkat
melalui RUPS. Dewan Komisaris BPR Alto Makmur telah memenuhi
persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan Bank Indonesia/Otoritas Jasa
Keuangan.

Adapun komposisi Dewan Komisaris Periode Januari 2017 s.d Desember
2017 adalah sebagai berikut:

Efektif Penunjukan
Nama Jabatan Persetujuan . Tahun.
OJK/BI Persetujuan RUPS berakhir
Novyanti | Komisaris No.12/213/DKB/ | Akta RUPS No. 11 26
Indah Utama IDAd/Yk/Rahasia | Tgl. 26 Nopember | Nopembe
Tgl. 1 Nopember 2010, r 2020
2010 diubah dengan Akta
RUPS No. 88
Tgl. 20 Nopember
2015
Susanto | Anggota No. S417/K04122 | Akta RUPS No. 04 09 Mei
Komisaris /2014 Tgl. 09 Mei 2014 2019
Tgl. 2 Mei 2014

Seluruh anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di Indonesia, satu
diantaranya bertempat tinggal di Kota/Kabupaten Provinsi yang berbeda
dengan provinsi kantor pusat dan yang satunya lagi bertempat tinggal di
kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan
provinsi dimana lokasi kantor pusat berada.

Berdasarkan Akta Notaris Sri Purwatiningsih, SH, MKn No. 88 pada
tanggal 20 Nopember 2015 Susunan Dewan Komisaris BPR Alto Makmur
adalah sebagai berikut:

e Komisaris Utama : Ny. Novyanti Indah, SH

e Anggota Komisaris : Tn. Susanto, SE

PT. BPR ALTO MAKMUR 8
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Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota
Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS
dan/atau Bank Umum.

1.b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BPR Alto Makmur telah melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai Dewan Komisaris, yaitu antara lain dapat
dijabarkan sebagai berikut:

a.

Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan
RUPS.
Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap
kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta
memberikan nasehat kepada Direksi.
Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan
tata kelola (GCG) dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh
tingkatan atau jenjang organisasi
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan
kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana
kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya
komisaris terutama yang Dberkaitan dengan penyimpangan-
penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang
ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan

nasihat kepada Direksi.

Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan,

memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat

dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:

1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam
ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian
Kredit Bank; dan

2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana

dimaksud, tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas

pelaksanaan kepengurusan Bank.

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah

menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja

audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa

Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.

PT. BPR ALTO MAKMUR 9
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j. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa
Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya:
1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
dan perbankan; dan
2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan
kelangsungan usaha Bank.

l.c Rekomendasi yang Telah Diberikan Oleh Dewan Komisaris Kepada
Direksi untuk periode tahun 2017

a. Rencana Kerja dan Anggaran BPR

Memberi persetujuan dan masukan kepada Direksi agar penyusunan
Rencana Bisnis dan anggaran BPR tahun 2018 dapat di susun tepat
waktu berdasarkan kondisi dan kemampuan BPR dengan
mempertimbangkan factor internal maupun eksternal. Rencana
bisnis dan anggaran BPR hendaknya dapat digunakan sebagai
pedoman atau acuan bagi Direksi dan seluruh staff pegawai didalam
melaksanakan tugas tanggung jawab dan kegiatan operasional BPR
agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

b. Sumber Daya Manusia

Bila dimungkinkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan organisasi
dan pengembangan volume usaha BPR, Direksi dapat melakukan
rekrutmen/penerimaan tenaga kerja baru yang berpengalaman
khususnya di bidang Marketing Kredit, Marketing Dana, Remedial
dan Petugas Penyelenggara Teknologi Informasi. Termasuk
menyarankan untuk segera mengisi formasi-formasi kunci yang
masih kosong serta melengkapi/mengganti person in charge yang
dinilai kurang capable dengan SDM yang kompeten sehingga mampu
menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan pengendalian risiko.

c. Pendidikan dan Pelatihan

Direksi agar memperhatikan pelaksanaan realisasi pendidikan dan
pelatihan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sebagai bentuk
peningkatan kompetensi SDM dengan cara mengikut sertakan SDM
nya dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan guna
meningkatkan skill, wawasan dan pengetahuan tentang perbankan
dengan harapan masing-masing organ dapat melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya sesuai dengan perkembangan sisdur, jobdest
dan regulasi peraturan perundang-undangan yang berlaku kini.

d. Laporan Kinerja Semester I dan II Tahun 2017
Beberapa masalah yang perlu diperhatikan antara lain adalah:
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LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (GCG) WAk ¥

1) Diharapkan manajemen tetap terus berupaya untuk melakukan
perbaikan NPL (non performing loans), terlebih dari hasil
perkembangan NPL pada Desember 2017 tercatat sebesar 6,17%
mengalami peningkatan sebesar 0,73% dibanding tahun 2016
yang tercatat sebesar 5,44%.

2) Upaya efisiensi biaya juga tetap diperhatikan agar bank
memungkinkan mendapatkan keuntungan yang optimal salah
satunya dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat
yang berbiaya murah untuk menguatkan struktur modal yang
masih bertumpu pada dana antar bank.

3) Disamping itu bank diharapkan terus berinovasi untuk
mengembangkan tabungan arisan serta melakukan linkage
program dengan pihak perbankan lain.

4) Dewan Komisaris juga menyarankan agar Direksi tetap
melakukan ekspansi kredit dengan terukur tetap berlandaskan
pada prinsip-prinsip kehati-hatian.

2. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi

2.a.

Jumlah, komposisi, kriteria, dan independensi Direksi

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas
pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan
bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat
menghasilkan nilai tambah dan memastikan keseimbangan usaha.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2015 tentang
Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pasal 4 ayat (2) Jumlah dan komposisi
anggota Direksi BPR Alto Makmur periode tahun 2017 sebanyak 2 (dua)
orang telah sesuai dengan ketentuan yaitu jumlah anggota Direksi
paling kurang 2 (dua) orang, dan dari hasil putusan RUPS tanggal 3
Februari 2017 telah dilakukan penetapan dan nunjukan salah satu
Direksi yaitu Sdr. Jupaidi, SE sebagai Direktur yang membawahkan
fungsi kepatuhan. Namun dari penunjukan tersebut baru dilakukan
Penilaian Kompetensi dan Kepatutan (PKK) oleh OJK D.I. Yogyakarta
pada tanggal 15 Desember 2017 sebagaimana surat dari Otoritas Jasa
Keuangan No. S-814/K0.031/2017 tanggal. 13 Desember 2017.

Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia, masing-masing
anggota Direksi tinggal di kota/kabupaten yang berbeda namun masih
dalam Provinsi yang sama dengan Provinsi lokasi kantor pusat BPR
berada.
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